
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1072, 2013 KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN. Kapal 
Perikanan. Pendaftaran. Pencabutan.  

 
PERATURAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23/PERMEN-KP/2013 

TENTANG 
PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  

 

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
pendaftaran dan penandaan kapal perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 
37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu 
mengatur kembali Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang 
Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;  

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 
Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004  tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 141); 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan 
Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha 
Pembudidayaan Ikan; 
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10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.30/MEN/2012  tentang  Usaha Perikanan 
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 81); 

Memperhatikan  : 1. Food and Agriculture Organization Agreement to 
Promote Compliance with International Conservation 
and Management Measures by Fishing Vessels on 
The High Seas, 1993; 

2. Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food 
and Agriculture Organization of The United Nations, 
1995; 

3. Convention for the Conservation and Management of 
Highly Migratory Fish Stock for Western and Central 
Pacific Fisheries Commission, 2000; 

4. International Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing (IPOA-IUU Fishing), FAO 2001; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL 
PERIKANAN. 

BAB   

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pendaftaran Kapal Perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal 
perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan. 

2. Penandaan Kapal Perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda 
atau notasi kapal perikanan. 

3. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada 
kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. 

4. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan. 
5. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di 

bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan 
badan hukum. 

6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang 
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung 
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operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, 
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi 
perikanan. 

7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan 
untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, 
mendinginkan dan/atau mengawetkan. 

8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus 
dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, 
menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau  mengawetkan. 

9. Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi 
identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan–
perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal 
perikanan. 

10. Buku Induk Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi 
kapal perikanan yang telah didaftarkan. 

11. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin 
tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan 
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang 
tercantum dalam izin tersebut. 

12. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari SIUP. 

13. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan pengangkutan ikan. 

14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang 
selanjutnya disebut WPP-NRI, adalah wilayah perairan yang meliputi 
perairan Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air 
lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 

15. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan 
kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. 

16. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 

Pasal 2 
(1) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan di 

WPP-NRI atau laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai 
kapal perikanan Indonesia.  

(2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal 
penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi 
penangkapan ikan. 
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BAB II 
KEWENANGAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN 

Pasal 3 
Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Menteri memberikan 
kewenangan kepada: 

a. Direktur Jenderal untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan 
berbendera Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI atau laut lepas 
yang berukuran diatas 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT).  

b. Gubernur untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera 
Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran diatas 10 
(sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di 
wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan 
perikanan yang menjadi kewenangannya. 

c. Bupati/Walikota untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan 
berbendera Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran 
sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah 
administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat 
kabupaten/kota tersebut berkedudukan.  

Pasal 4 

Pendaftaran kapal perikanan oleh gubernur dan bupati/walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c berpedoman 
pada Peraturan Menteri ini. 

BAB III 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN 

Pasal 5 
Setiap orang untuk mendaftarkan kapal perikanan berbendera Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan 
permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan: 

a. fotokopi SIUP; 
b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik 

dan/atau perubahannya; 
c. rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapal 

pengangkut ikan hasil budidaya;  
d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan; 

e. fotokopi surat ukur kapal;   
f. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal; 
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